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TAHUN 2020_2040

GI'BERI|T'R IVUSA TEITGGARA TIMT'R,

bahwa berdasarkan ketentuan pasat 245 ayat (4) Undang_
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tim Evaluasi provinsi
telah melakukan evaluasi Rancangan peraturan Daerah
Kabupaten Belu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kaupaten Belu Tahun 2O2O-2O4O;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (5) peraturan
Menteri. Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O16 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Daerah, mengamanatkan bahwa Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang
Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Gubemur:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud.
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubemur tentang Hasil Evaluasi Rancangan peraturan
Daerah Kabupaten Belu tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2O2O-2O4O:

Undang-Undang Nomor 64 Tahun l9S8 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaraa Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang penataan
Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Txnbahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Daerah; 4L

2.

3.
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Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:

L88.34l6ggU Bangda tanggal 31 Desember 2019, Hal Hasil

Konsuliasi Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Belu tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2Ol9-2O39;

ilEMUTUSKAN:

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Belu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu

Tahun 2O2O-2O4O.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Belu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini'

Bupati bersama DPRD segera melakukan -penyempurnaan
teriadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini'

Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan
Dairah kep-ada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD

melakukan p€nyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan

Daerah sebigaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

Keputusan ini.

Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh

Gubernur kepada Bupati, ditindaktanjuti untuk ditetapkan
dan diundangkan.

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah, segera disampaikan kepada Menteri
Dalam Negeri Cq. Ditjen. Bina Pembangunan Daerah dan

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja untuk dilakukan Pengkajian.

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Dilrhrrn KESATU
dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut
dinyatakan tidak sah secara prosedural.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di KuPang
pada tangga.l 0\ *l>u"; 2O2O

4l-^.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR7 sEKRFqARIS DAr,RAH,I

-+ -/ .. t/

\
PEMBINA UTAMA

NrP. 19620524 198903 I014

Tembusan:
l. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Tinur di Kupang (sebagai laporan|;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di KuPang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Belu di Atambua;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
7. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.
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LAMPIRAII : KTPUTUSAI{ GIIBERISUR ITUSA TEI|GGARA TItItR
NOUoR I tb lKEPlHKl2o2o
TAISGGAL z bb **,uq i 2O2O

HASILEVALUASIRANCANGANPERATURANDAERAHKABUPATENBELU
TENTANGRENCANATATARUANGWILAYAHKABUPATENBELUTAHUN2o2o-2o4o

IIMUM

l. Berdasarkan asas non retroaktif bahwa perda tidak dapat berlaku surut, maka apabila ditetapkan plal Fhti^192o perlu dilakukan

penyesuaian dimensi waktu perencanaan KrRW KabupaLn n"t,l y"rrgl.*tll Tqii:9-t9-2o39menjadi 
Tahun 2O2O-2O4O baik muatan

p".i" *"uptn maten teknis, album peta, dan indikasiprogram uFTl dimulai dari tahun penetapan'

2. penyusunan album peta sebagai bagian v"t g lia; t".pi""'t kan aari Rancangan Peraturan oaer'ah tentang Rencana Tata Ruang wilayah

Kabupaten Belu Tahun 2(ilg-2xggperlu disesuaikL aengan kaidah-kaieah p'erpetaan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah

Nomoi 8 Tahun 2013 tentang Ketelilian Peta Rencana Tata Ruang'
3, Legat Drafiing Rancangan peraturan Daerah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

..;:lif$il-#ff??il-iil"1?#*#ll?; dan penetapan Rancangan peraturan Daerah tentans R91931" Rinci rata Ruang (RRrR), dapat

diselesaikan dalam kurun waktu paling lama 36 (tiga puluh "n"t"i 
urrr"" sejat ggngjlpatt RTRW, sebagaimana amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 ientang Penyelenggaraan Penataan RUang' yang merlputl:

a. RDTR dan w Kawasan perkotaan sebagainiana Ercantum a"r"* p""J%" aya"t (3) &an ayat (4), yang terdiri dari 4 (empat) kawasan

perkotaan yaitu perkotaan Atambua, pertotaa" Umarese, perkotaan Kinbana dan perkotaan Weluli; dan

b. RTR Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana tercantum d"r"m pa"J 40 ayal (2), berupa kawasan strategis dari sudut kawasan

Kepentingan Ekonomi sebanyak 4 (empat) tu*"""r, yaitu : kawasan agropolitarr, ka*"""n minapolitan, kawasan usaha peternakan dan

kawasan wisata bahari pantai utara.

J



CATATAN PEMTEMPT'RNAAN

Perhi aiubah dan disernpurnakan menjadi:
PERATURANDAERAHKABUPATENBELUNoMoR...TAHUN2020TENTANG
neNcel$TATARUANGWILAYAHKABUPATENBELUTAHUN2o2o-2o4o.

@lo(dihapus).
nit"*b"hk"n 1 fsatu) dasar hukum yaitu:
. 
-i;;;;;; 

Menteri bahm Negeri Nbmor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah lsntang Rencana Tata Ruang Daerah. --
BAB II TUJUAI|, KEEIJAKAN DAN STRATEGI

PENATAAN RUANG ' 47 Iahun 2OL2

tentang pedoman pen]rusunan perda tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten / Kota'

Semula:
idUAN. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH.

nenJadl:
RUANGLINGKUP,TUJUAN,KEBIJAKANDANSTRATEGIPENATAANRUANG

fingkuP wilaYah Perencanaar]

;;;;"t p".-."a"gn llo. ?z Tahun 2oI2 yang di dalamnya- memuat wilavah
,.^- -.;t^,,^Lffiffiil{iil;:-e;;;i"" "a-i'i"t ""i, aan pJsisi geografrs..untYk luas 

wilavah

;;;;t"a;.r"h "g"t 
disesuaikan dengan Permendagri yang tetah ditetapkan'

Perlu disempurnakan Pasal 4 ayat (6) huruf f menjadi:
ira"""t"pt^ti ruang terbuka hijau'publik dengan luas sekurang-kurangnya 2o7o

iil;;"ilh 0..*'"r $a1 ruang. d:'b:5" h'j': !il1 9:':g:l^l':-:'*:ff:h;il;;'rdt" "("6u p;;-".fi) dari tuasan kawasan perkotaan yang tersebar

Penambahan dan Penyempurnaan Pasal

II. IIIIUSUS



Ifo BAA/PASAL CATATAN PEI{YEMPURNAAN
T 2 3

BAB IV RENCANA FOLA RUANG
5. Pasal 27 Pasal27 Ayat (2)

Perlu diubah dan disempumakan menjadi:
(2) Kawasan hutan produksi terbatas gsfegaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dengan luasan kurang lebih 653 (enam rafits lima puluh tiga) l:ektar berada di
Kecamatan Tasifeto Barat.

BAB VI ARAHAN PEMANF'AATAN RUANG
6. Pasal 42 Perlu diubah dan disempurnakan menjadi:

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Belu merupakan upaya
perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program
utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksanaan dan waktu
pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir
tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun dalam perda tentang RTRW.

(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Belu, terdiri atas:
a. Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah

kabupaten;
b. Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten;

dan
c. Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.

(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten Belu terbagl dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
a. Tahap I (Tahun 2O2O-2O241;
b. Tahap II (Tahun 2O25-20291;
c. Tahap III (Tahun 2O3O-2034); dan
d. Tahap IV (Tahun 2035-2O4Ol;
yang terbegt atas program tahunan.

(4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(Sebagaimana amanat gang terentum dalam Pasal 13 Permendagri No. 47 Talun 2012
tentang Pedoman Penuusunan Perda tentang RTRW Prouinsi dan Kabupaten/ Kota)



CATATAN PEITYEMPT'RNAAN

Perlu diubah dan disempurnakan menjadi:
Pendanaan Prograrn pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daeiahkabupaten dan kerjasama dengan swasta sesuai ketentuan peraturan

Pasal 43 Ayat (2)

(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada

Perlu diubatt dan disempurnakan menjadi:
(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar

sektor / dae.Jtr al Uia"tig penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang

Kahrpaterl.
(2) Untul membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ay31 (1)

dibentuk Sekretariat dan Kelomlok Kerja yang terbagi atas Kelompok Xe{a
perencanaan Tata Ruang, Kelohpok Kerji Pemanfaatan dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang.

' semua Peraturan Perundang-
,rrdurrg* yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap

b;;ird 
""iatti""ttg 

tidak berteitangan dCngan atau belum diganti berdasarkan
peraturan daerah ini.
bengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. liin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuar dengan

ketentuan Peraturan D;ah in1 tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
i. Uttt rk yang belum dilaksanakan pembangunannya, 

-izin 
tersebut

disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. Untuk yang sudih dilak-sanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian



NO BAB/PASAL CATATAN PEITYEMPURNAAN
2

| 3. Untuk yang sudah ditak
I pemungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan
I lerdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat
I gi.uatattal dan terhadap kerugian yang timbul lebagai akibat pembataian

izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai
peraturan perundang-undangan; dan

4. Pengganuan yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan
memperhatikan indikator sebagai berikut:
. memperhatikan harga pasaran setempat;
. sesuai dengan NJOP; atau
. menyesuaikan kemampuan keuangan daerah

c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai peraturan
Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan Daerah ini;

d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai
berikut:
l. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemalfaatan ruang

yang bersangkutan ditertibkarr dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
2.Yang sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah ini rripercepat untuk

men4eLatkan izin.
IIIMPIRAN
10 Indikasi Program 1. Perlu menambahkan volume/besaran kegiatan aa@

utama sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ATR No. 1 Tahun 2olg tentang
Pedoman Penl'usunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.

2. Instansi Pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/ pendanaannya pada
matriks indikasi program utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang
tercantum dalam undang - Undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentans. pemlrintahai
Daerah dan Perubahannya. Pengembangan sistem jaringan e.t.igi pembangkit
listrik, sebagaimana tertuang dalam lampiran indikasi p.ogt"m pe-rlu' dipastifan
kewenangan berdasarkan UU No 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah dan
Perubahannya Lampiran cc. Sub urusan Ketenagalistrikan, dimana
Kabupate4/ Kqla tidak memiliki kewenangan di BaeLng Ketenagalistrikan.

?



NO BAB/PASAL CATATAN PHTTE}IPURNAAN
2 3

[s tndikasi Program Utama untuk
pencapaian iujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Belu sebagai
pusat' distribusi baran[ dan jasa, kawasan perbatasan negara yang maju dan
mandiri berbasis pertanian.

4. Waktu pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan sebagaimana angka "3", agar
jelas kapan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek pencapaian tdyan
penataan ruang dan keadaan kapasitas fiskal daerah diterjemahkan dalam prioritas
pada 5 (lima) tahun pertama dan dengan dijabarkan dalam bentuk tahunan pada

Matriks Indikasi Program.
BAB TAMAAHAN
l-t Ketentuan Penvidikan blik Indonesia, pegawai negeri sipil

tertentu 
-di 

lingkungan instansi pemerintah daerah yang lingkup trrgas, dan
tanggung jawabinya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai

peniiditiuntuk membantu peja-bat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) penfdik pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang

berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orarg yang diduga melakukan tindak pidana

dalam bidang Penataan ruang;
c. meminta ketirangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa

tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
d. melakukan pemeriksaan Ltas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan

tindak pidana dalam bidang penataan ruatg;
e. melakuian pemeriksaan di iempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti

dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan
dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan [e.rag" ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dalam bldang penataan ruang-

q



NO BAB/PASAL CATATAN PEISYEMPURNAAN
2 3

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil
melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses
penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(Sesuoi dengan Ketenfitan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 26 Talatn 2O07 Tentang
Penataan Ruang).

LZ Ketentuan Pidana Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...
(sebutkan pasal yang dirujuk), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penataan ruang.
(sesuai dengan Ketenhtdn Bab XI Undang-Undang Nomor 26 Tafutn 2OO7 tentang
Penataan Rnn.sl.

q
4t a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NIP. 19620524 198903 1014


